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Abstract: This study aims to analyze of financial inclusion in special region of Yogyakarta.
Financial inclusion is a means to promote financial sector especially for easy banking
services and financial access for people. The level of financial inclusion each district in
special region of Yogyakarta will be measured by using the index of financial inclusion.
Factors that affecting of financial inclusion that is GRDP, Literacy and Road Ratio, that
will be analyze using a panel regression with cross section of 5 districts/cities from 2004-
2013. The results show that the level of financial inclusion in special region of yogyakarta is
classified as low, indicated by the value of financial inclusion index less than 0.3. Almost all
districts/cities in special region of Yogyakarta have low level of financial inclusion, except
Yogyakarta city. GRDP positively affect the level of financial inclusion in special region of
Yogyakarta. While the Literacy rate and the Road Ratio negative affect of financial inclusion
in special region of Yogyakarta.

Keywords: financial inclusion, GRDP, Literacy, road ratio, data panels

JEL Classification: F43, P45

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Keuangan Inklusif di Daerah
Istimewa  Yogyakarta. Keuangan Inklusif merupakan salah satu cara untuk
memasyarakatkan sektor keuangan khususnya mempermudah layanan perbankan dan akses
keuangan bagi masyarakat. Tingkat keuangan inklusif masing-masing kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta akan dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan
Inklusif. Faktor yang digunakan dalam mempengaruhi Keuangan Inklusif antara lain
PDRB, Angka Melek Huruf dan Rasio Jalan yang akan dianalisis menggunakan data panel
dengan cross section 5 kabupaten/kota dan tahun dasar analisis 2004-2013. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa tingkat Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta
tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif kurang dari 0,3.
Hampir seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat keuangan
inklusif rendah, kecuali Kota vyogyakartakarta. PDRB berpengaruh positif terhadap
Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Angka Melek Huruf dan
Rasio Jalan berpengaruh negatif terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan
pertumbuhan  ekonomi  tinggi, = bahkan

mendapat apresiasi dari dunia internasional
karena mendapat peringkat ke 3 sebagai negara
yang tahan terhadap krisis moneter 2008
(Setiawan, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas sejatinya merupakan pertumbuhan
yang mampu menciptakan pengentasan
kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan
pemerataan pendapatan. Namun pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang tinggi ini justru diikuti
dengan meningkatnya kondisi pengangguran
dan kemiskinan. Sebagaimana salah satu tujuan
dari Millenium Development Goal (MDG) bahwa
pada tahun 2015 penduduk miskin di dunia
pada umumnya dan Indonesia berkurang
menjadi setengahnya (Sanjaya, 2014). Namun
demikian fakta yang ada menunjukkan bahwa
penurunan jumlah penduduk miskin di
Indonesia sampai dengan tahun 2013 masih
belum seperti yang diharapkan.

Laju pertumbuhan perekonomian
Indonesia terus meningkat dari 4,9 persen pada
tahun 2003 menjadi lebih dari 5,7 persen pada
tahun 2013. Selain pertumbuhan ekonomi yang
terus meningkat, perubahan angka kemiskinan
yang ditunjukan oleh besarnya tingkat
penduduk miskin di Indonesia juga
menunjukan hal yang positif. Sepanjang tahun
2003 sampai dengan 2013 persentase jumlah
penduduk miskin di Indonesia terus berkurang
dari 17,42 persen menjadi 11,47 persen (BPS,
2015). Sementara itu pada saat yang sama
pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata
menimbulkan kesenjangan pendapatan yang
tinggi. Angka rasio Gini pada tahun 2012
mencapai 0,410 dan meningkat menjadi 0,413
pada tahun 2013, angka ini merupakan angka
yang cukup tinggi dalam sepuluh tahun
terakhir. Kedua fakta diatas menunjukkan
adanya sesuatu yang perlu mendapatkan
perhatian yang lebih terkait dengan proses dan
pelaksanaan  pembangunan ekonomi  di
Indonesia. Kondisi ini juga menunjukkan
bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia
khususnya dalam hal ekonomi masih rendah.

Menurut Wibowo (2014) dalam Setiawan
(2015) bahwa salah satu penyebab kurangnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah

tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia
yang sangat rendah. Tingkat literasi keuangan
masyarakat Indonesia masih rendah
dibandingkan dengan negara lainnya seperti
Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tingkat
literasi  keuangan masyarakat Malaysia
mencapai 66 persen, Singapura mencapai 98
persen, sedangkan Thailand mencapai angka 73
persen, sementara Indonesia masih pada angka
28 persen. Salah satu faktor penyebab
rendahnya literasi keuangan tersebut adalah
kondisi geografis Indonesia yang pada
umumya merupakan daerah kepulauan dan
sekitar 60 persen masyarakat berada pada
daerah pedesaan sehingga mengahambat akses

terhadap layanan jasa keuangan. Untuk
mengatasi keterbatasan akses layanan jasa
keuangan tersebut, maka muncul suatu

program perluasan akses layanan keuangan
yang disebut dengan keuangan inklusif.
Keuangan inklusif mempromosikan akses dan
penggunaan layanan keuangan berkualitas
tinggi secara global, khususnya di antara orang-
orang miskin (Steelyana, 2013).

Keuangan inklusif menjadi salah satu
agenda penting dalam dunia internasional.
Forum internasioanl seperti G20, APEC, AFI,
OECD, dan ASEAN secara intensif melakukan
pembahasan mengenai keuangan inklusif.
Keuangan inklusif juga telah menjadi prioritas
dari pada pemerintah Indonesia. Pada bulan
juli 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan

Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional
Pencapaian  Penanggulangan  Kemiskinan
(TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-

Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi
Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu tujuan
dari strategi tersebut adalah menjadikan
strategi nasional keuangan inklusif sebagai
bagian dari strategi besar pembangunan
ekonomi, penanggulangan kemiskinan,
pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem
keuangan. Keuangan yang semakin inklusif
dapat memberikan akses terhadap jasa
keuangan yang lebih luas bagi setiap
penduduk, terutama kelompok miskin dan
menengah yang memiliki keterbatasan akses
terhadap layanan keuangan.

Hasil penelitian Sanjaya (2014)
menjelaskan bahwa keuangan inklusi di
Indonesia dikategorikan rendah. Menurut
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Ummah (2015) rata-rata indeks keuangan
inklusif antar provinsi di Indonesia berkisar
antara 0,1-0,33 kecuali provinsi Jakarta yang
tergolong tinggi yang mencapai 0,8. Daerah
Istimewa Yogyakarta masuk dalam tingkat
inklusi rendah bersama dengan 31 provinsi
lainnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat
miskin belum sepenuhnya bersentuhan dengan
sektor keuangan formal atau partisipasi
masyarakat yang masih rendah terhadap jasa
keuangan formal. Hal ini dapat dilihat dari tiga
sisi yaitu aksesabilitas, ketersediaan dan
penggunaan.

Keuangan inklusif di pengaruhi berbagai
macam faktor, diantaranya adalah PDRB,
Angka Melek Huruf dan Rasio Jalan. PDRB
merupakan nilai akhir pasar dari barang dan
jasa akhir yang dihasilkan dari suatu
perekonomian selama kurun waktu tertentu
dan biasanya 1 tahun. PDRB dihitung melalui 3
pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran,
produksi dan pendapatan. Angka Melek Huruf
mencerminkan proporsi penduduk yang bisa
membaca dan menulis huruf pada suatu daerah
tanpa perlu mengerti apa yang ditulis dan
dibaca. Jalan sebagai salah satu infrastruktur
fisik yang dibutuhkan dalam pembangunan
dan merupakan salah satu transportasi darat
yang memegang peranan penting dalam sektor
perhubungan terutama untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan
potensi daerah.

Irmawati dan Setyani (2013) meneliti
tentang penerapan model keuangan inklusif
pada UMKM berbasis pedesaan di Kabupaten
Klaten. Metode yang digunakandalam peneli-
tian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis
SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa model keuangan inklusif untuk UMKM
Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya
lembaga keuangan dalam segi permodalan
yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR,
yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari
lembaga keuangan. Sedangkan dari segi
pemasaran, diperlukan adanya pendampingan
intensif, pengikutsertaan pameran batik serta
iklan.

I Made Sanjaya (2014) melakukan peneli-
tian tentang keuangan inklusif dan pertum-
buhan inklusif sebagai strategi pengentasan
kemiskinan di Indonesia periode 2007-2010.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan konsep fungsi peluang sosial
(Social Opportunity Function) yang hampir sama
dengan fungsi kesejahteraan sosial untuk
model pembentukan indeks pertumbuhan
inklusif. Sedangkan untuk menganalisis peran
keuangan inklusif terhadap pertumbuhan
inklusif di Indonesia digunakan model panel
data. Dalam penelitian ini Indeks Pertumbuhan
Inklusif (IPI) digunakan sebagai variabel
dependen, sedangkan variabel independennya
menggunakan Indeks Keuangan inklusif (IIK),
Indeks Harga Konsumen (IHK), rasio
penyaluran kredit  mikro dan menengah
terhadap PDRB dan Indeks Pembangunan
Manusia. Hasil dari penelitian ini menyimpul-
kan bahwa partisipasi seluruh masyarakat
dalam proses pertumbuhan menjadi bagian
dari pertumbuhan inklusif yang multidimensi.
Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor
keuangan yang terjangkau bagi masyarakat
miskin secara langsung membuat kelompok
masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan
menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga
menciptakan pertumbuhan yang inklusif yang
dalam jangka panjang dapat mengurangi
tingkat kemiskinan di Indonesia.

Moh. Agung Setiawan (2015) menganalisis
keterkaitan = keuangan inklusif terhadap
perilaku keuangan personal masyarakat di
wilayah kota dan kabupaten provinsi jawa
timur. Moetode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linear sederhana
dengan menggunakan aplikasi Statistical
Product and Service Solution (SPSS). Adapun
variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Indeks Keuangan inklusif sebagai
variabel bebas dan Perilaku Keuangan Personal
sebagai variabel terikat. Untuk menghitung
indeks keuangan inklusif digunakan beberapa
indikator perbankan yaitu penetrasi perbankan,
aksesibilitas jasa keuangan, dan penggunaan
rekening perbankan. Untuk mengukur perilaku
keuangan personal digunakan indikator mem-
buat anggaran, pendanaan, alokasi anggaran,
pengeluaran dan evaluasi penggunaan uang
dengan menggunakan sekala Likert. Hasil dari
penelitian  ini  diketahui bahwa indeks
keuangan inklusif masing-masing kota dan
kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-
beda. Seluruh wilayah kota mayoritas memiliki

Analisis Keuangan Inklusif: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (Atikah, Ahmad Ma'ruf) 33



indeks keuangan inklusif yang tinggi, sedang-
kan wilayah kabupaten memiliki indeks
keuangan inklusif yang rendah. Hasil penelitian
ini juga membuktikan bahwa indeks keuangan
inklusif berpengaruh positif signifikan terhadap
perilaku keuangan personal.

Evi Steelyana (2013) melakukan penelitian
tentang peran keuangan inklusif terhadap
pengusaha umkm perempuan di Indonesia..
Penelitian menggunakan metode deskripsi
kuantitatif. =~ Hasil ~dari  penelitian  ini
menyimpulkan agar keuangan inklusif dapat
dijalankan secara menyeluruh di Indonesia dan
dapat berdampak secara signifikan terhadap
pengusaha UMKM, khususnya bagi para
pengusaha perempuan.

Bintan Badriatul Ummah (2015) mengana-
lisis keuangan inklusif dan pemerataan
pendapatan di Indonesia. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan
data panel (pooling data). Adapun variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Indeks Keuangan inklusif sebagai variabel
dependen dan variabel independen
menggunakan faktor sosial ekonomi (PDRB,
pengangguran, melek huruf, rasio gini) serta
infrastruktur (rasio jalan, internet dan ponsel).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
keuangan inklusif di Indonesia masih tergolong
rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks
keuangan inklusif kurang dari 0,3. Hampir
seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat
keuangan inklusif rendah, kecuali Jakarta. Dari
pendekatan infrastruktur, jumlah pengguna
telepon seluler dan internet mempengaruhi
positif tingkat keuangan inklusif di Indonesia.
Ketimpangan pendapatan dengan keuangan
inklusif memiliki hubungan satu arah dimana
ketimpangan  pendapatan = mempengaruhi
keuangan inklusif di Indonesia tetapi tidak
sebaliknya.

Job Pristine Migap, dkk (2015) melakukan
penelitian tentang keuangan inklusif untuk
pertumbuhan inklusif menurut perspektif
Nigeria. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisa deskriptif. Variabel
yang digunakan yaitu Indeks pertumbuhan
inklusif dan indikator-indikator keuangan
inklusif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
bahwa keuangan inklusif diperlukan untuk
pertumbuhan inklusif di Nigeria, peningkatan

penyebaran mobile banking dan layanan
internet oleh lembaga keuangan meningkatkan
akses terhadap perbankan dan layanan jasa
keuangan lainnya begitu pula dengan
partisipasi aktif dari lembaga pendidikan guna
meningkatkan literasi keuangan.

Cletus .O. Akenbor (Ph.D) (2015)
menganalisis keuangan inklusif dan jebakan
kemiskinan di Nigeria. Adapun metode yang
digunakan vyaitu analisis koefisien korelasi
Pearson dan regresi berganda dengan SPSS.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
berupa poverty trap yang dihitung dengan
GNP per kapita sebagai variabel dependen dan
akses ke layanan keuangan, penggunaan jasa
keuangan dan kualitas jasa keuangan sebagai
variabel independennya. Hasil dari penelitian
ini disimpulkan bahwa penggunaan dan
kualitas layanan keuangan memiliki hubungan
yang signifikan dengan kemiskinan, sementara
itu akses ke layanan keuangan tidak memiliki
hubungan yang signifikan dengan kemiskinan
di Nigeria.

Mandira Sarma  (2012) melakukan
penelitian mengenai indeks keuangan inklusif
guna mengukur inklusifitas sektor keuangan
yang menggunakan data dari 94 negara dengan
tahun perhitungan 2004-2010. Metode yang
digunakan dalam penelitian di analisis dengan
data panel. Hasil dalam penelitian tersebut
menyebutkan bahwa inkdeks keuangan inklusif
dapat digunakan untuk membandingkan
tingkat keuangan inklusif di negara yang
berbeda dan untuk memantau kemajuan
ekonomi sehubungan dengan keuangan
inklusif dari waktu ke waktu. Negara yang
menerima pendapatan nasional rendah dan
menengah ke bawah memiliki indeks keuangan
inklusif rendah. Indeks keuangan inklusif
menengah atau sedang didominasi oleh negara
dengan pendapatan nasional menengah ke atas
dan negara yang memiliki pendapatan tinggi,
sedangkan indeks keuangan inklusif tinggi
didominasi oleh negara yang berpendapatan
tinggi pula. Dengan demikian bahwa keuangan
inklusif dan pendapatan nasional cenderung
bergerak kearah yang sama meskipun ada
beberapa perbedaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Mengetahui tingkat Keuangan Inklusif di
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Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Mengetahui pengaruh Produk Domestik
Regional Bruto terhadap Keuangan Inklusif
di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf
terhadap Keuangan Inklusif di Daerah
Istimewa Yogyakarta.

4. Mengetahui pengaruh Rasio Jalan terhadap
Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder berupa data
time series dan cross section atau lebih dikenal
dengan istilah pooling data atau data panel.
Data tersebut bersumber dari Bank Indonesia,
Badan Pusat Statistik, dan berbagai sumber
yang terkait. Periode analisis dalam penelitian
ini adalah tahun 2004-2013 dengan cross section
dari 4 Kabupaten 1 Kota di Daerah Istimewa
Yogyakarta

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan
atau library research yaitu penelitian yang
bahan atau materinya diambil melalui metode
kepustakaan berupa tulisan-tulisan artikel
ilmiah, majalah, berita, jurnal, penelitian ilmiah
lainnya yang memiliki hubungan dengan topik
penelitian yang diteliti.

Indeks Keuangan Inklusif

Indeks keuangan inklusif merupakan
ukuran untuk tingkat keuangan inklusif. Indeks
keuangan inklusif akan dipergunakan untuk
mengukur tingkat keuangan inklusif di 4
kabupaten dan 1 kota madya di Daerah
Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004 sampai
dengan tahun 2013. Perhitungan indeks
keuangan inklusif dalam penelitian ini
mengikuti konsep perhitungan yang telah
dilakukan oleh Sarma (2012), Sanjaya (2014)
dan Ummah (2015).

Pengukuran indeks keuangan inklusif
mencakup tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi
perbankan, ketersediaan jasa perbankan dan
penggunaan jasa perbankan. Untuk mengetahui

indeks dari setiap dimensi (di), dapat dihitung
dengan menggunakan persamaan berikut:

Dimana:

di = dimensi ke-i (dl1= penetrasi, d2 =
ketersediaan, d3 = penggunaan)

Wi = bobot yang diberikan kepada dimensi ke-
i,0< W_i<1

Ai = nilai aktual dari peubah i

Mi = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i

mi = nilai minimum (batas bawah) dari peubah
i

Sebagaimana dalam penjelasan sebelum-
nya, dimensi keuangan inklusif yang diukur
terdiri dari tiga dimensi. Dimensi yang pertama
adalah dimensi penetrasi perbankan yang
menggambarkan banyaknya pengguna jasa
perbankan. Dimensi kedua adalah ketersediaan
jasa  perbankan  yang  menggambarkan
jangkauan perbankan kepada masyarakat.
Dimensi terakhir adalah kegunaan jasa
perbankan yang menggambarkan manfaat jasa
perbankan yang diterima masyarakat. untuk
mengukur ketiga dimensi tersebut, berikut
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini
dirangkum dalam table 1.

Persamaan (1) akan menghasilkan nilai 0 <
d_i < 1. Semakin tinggi nilai di maka semakin
tinggi pula perolehan daerah pada dimensi i.
Apabila terdapat tiga dimensi dari keuangan
inklusif yang dihitung, yaitu 1 untuk penetrasi,
2 untuk ketersediaan dan 3 untuk penggunaan,
maka perolehan suatu daerah dari dimensi
tersebut diinterpretasikan dengan titik X = (d1,
d2, d3) pada ruang 3-dimensi (gambar 3.1).
Dalam ruang 3-dimensi, titkk O = (0,0,0)
menunjukkan titik kondisi keuangan inklusif
yang buruk, sedangkan titik W = (W1, W2, W3)
menunjukkan kondisi keungan inklusif yang
ideal dari setiap dimensi.
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Tabel 1. Indikator Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif

Batas Bawah

Dimensi Indikator Bobot (m) Batas Atas (M)

Penetrasi Perbankan Jumlah rekening deposit

(d1) dibagi jumlah populasi 1 0 5,008613005
dewasa

Ketersediaan Jasa Jumlah kantor cabang

Perbankan (d>) perbankan dibagi jumlah 1 0 0,0001356253
populasi dewasa

Kegunaan (ds) Proporsi kredit dan tabungan 1 0 6,538161535

terhadap PDRB

Letak titik X, O, dan W merupakan faktor
penting dalam mengukur tingkat keuangan
inklusif. Semakin besar jarak antara titik O
dengan titik X, semakin tinggi pula tingkat
keuangan inklusif. Semakin kecil jarak antara
titik X dengan titik W, semakin tinggi tingkat
keuangan inklusif. Kedua jarak tersebut
dinormalisasi dengan jarak antara W dan O
agar nilainya antara 0 dan 1. Oleh karena itu,
nilai indeks keuangan inklusif akan berada
antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks
maka sistem keuangan semakin inklusif.

digambarkan dalam ruang tiga dimensi dapat
dilihat pada gambar dibawah ini:
Jarak antara tittkk O dengan
dilambangkan dengan X1, yaitu:

titik X

X_1=V([d_1]"2+[d_2]"2+[d_3]"2)/V([w_1]"2
HW_2]"2+[W_3]"2 ) o 2
Jarak antara titik X dengan titkk W
dilambangkan dengan X2, yaitu:

X_2=1-\(([w_1-d_1)J A 2+[(w_2-d_2) ] 2+[(w_3-
d_3)]"2)/N([w_1]"2+[w_2]"2+[w_3]"2)..... (3)

Indeks keuangan inklusif yang
Ketersedion(2)
4
VI {w, w,w)
0w, .0
- ‘. 'V. hogpini)
"""" /1 X(d.did))
X
4
{0.0.0)
% Penetrasi (1)
—-———— X,
IKI=V.[K.+X.]

Sumber: Sarma, 2012 (dengan penyesuaian)

Gambar 1. Grafik Tiga Dimensi Indeks Keuangan Inklusif
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Maka nilai indeks keuangan inklusif adalah
rata-rata keduanya, yaitu:

TKT = 1/2 [XTHX2] wovoooeeeeeoeeeeeeeeseemesesmssssessssssesseseees (4)

Indeks dari keuangan inklusif dari masing-
masing daerah dapat dihitung dengan:

IKI=1/2 [V(d_172+d_2"2+d_3"2 )/N3+(1-V((1-
d_1)"2+([1-d_2))"2+(1-d_3)"2)/\3)] cerveerrveee. )

Nilai indeks keuangan inklusif berada
antara 0 dan 1. Nilaik IKI=1 menunjukkan
bahwa daerah tersebut memilik kondisi
keuangan inklusif terbaik di antara daerah yang
lain. Sedangkan nilai IKI = 0 menunjukkan
daerah tersebut memiliki kondisi keuangan
inklusif paling buruk. Tingkat keuangan inklusf
semakin baik jika nilai indeks keuangan inklusif
mendekati 1. Sarma (2012) menyebutkan bahwa
tingkat indeks keuangan inklusif disebut tinggi
apabila 0,6 < IKI < 1, tingkat keuangan inklusif
sedang apabila nilai indeks keuangan inklusif
0,3 < IKI < 0,6 dan tingkat keuangan inklusif
rendah apabila nilai indeks < 0,3.

Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data dalam
penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik.
Mengacu pada Basuki dan Yuliadi (2015a: 72)
bahwa pada data panel tidak semua uji asumsi
klasik yang ada pada metode OLS dipakai,
yang diperlukan hanya multikolinieritas dan
heteroskedastisitas. Oleh karena itu, untuk
menguji kualitas data dalam penelitian ini
digunakan uji multikoleniaritas dan uji
heteroskedatisitas.

Uji Hipotesis dan Anlisis Data

Menurut Agus Widarjono (2009) dalam
Basuki dan Yuliadi (2015a: 54) penggunaan data
panel dalam sebuah observasi mempunyai
beberapa keuntungan yang dapat diperoleh.
Pertama, data panel yang merupakan gabungan
dua data, yaitu time series dan cross section
yang mampu menyediakan data lebih banyak
sehingga akan lebih menghasilkan degree of
freedom  yang lebih  besar.  Kedua,
menggabungkan informasi dari data time series
dan cross section dapat mengatasi masalah
yang timbul ketika ada masalah penghilangan
variabel (omitted-variabel).

Meskipun ada beberapa keuntungan yang
diperoleh dengan menggunakan data panel,
metode ini juga memiliki keterbatasan seperti
masalah dalam desain survei panel (cakupan,
non-response, recall, frekuensi dan waktu),
distorsi kesalah pengamatan yang biasanya
terjadi karena ketidaksesuaian respon, masalah
selektivitas  (Self-selectivity, = Non-response,
Attrition) dan cross section dependence.

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015b: 136),
dalam metode estimasi model regresi dengan
menggunakan data panel dapat dilakukan
melalui tiga pendekatan, antara lain Model
Common Effect, Fixed Effect dan Random
Effect. Secara umum model regresi data panel
adalah sebagai berikut:

Y=a+b 1X 1it+b 2X 2it+b 3 X 3itte ....(6)

Dimana:

Y = Variabel dependen

a = Konsanta

X = Variabel independen (1,2,3)

b (1,23) = Koefisien regresi masing-masing
variable independen

e = Error term

t = waktu

i = daerah

Pemilihan model yang digunakan dalam
penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan
statistik. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan
untuk memperoleh dugaan yang tepat dan
efisien. Pertimbangan statistik yang dimaksud
adalah: Chow Test, Hausman Test, dan LM
Test.

Chow Test

Beberapa literatur menyebutnya dengan uji
F-statistik yang digunakan untuk memilih
model apakah menggunakan model Common
Effect atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan
karena asumsi bahwa setiap unit cross-section
memiliki prilaku yang sama adalah tidak
realistis karena sangat besar kemungkinan
setiap unit cross-section memiliki prilaku yang
berbeda. Chow-test dilakukan dengan hipotesa
statistik sebagai berikut:
HO: Common Effect Model atau Pooled OLS
H1: Fixed Effect Model
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Hausman Test

Digunakan sebagai dasar pertimbangan
dalam penentuan penggunaan model Fixed
Effect atau Random Effect. Penggunaan model
fixed effect memiliki kelemahan yaitu
hilangnya derajat bebas dengan menggunakan
variabel dummy, namun demikian penggunaan
model random effect  juga harus
memperhatikan kebebasan pelanggaran asumsi
dari setiap komponen galat. Hausman-test
dilakukan dengan hipotesa statistik sebagai
berikut:
HO: Model Random Effect
H1: Model Fixed Effect

LM Test
The Breusch-Pagan LM Test (LM-Test)
digunakan sebagai pertimbangan statistik

dalam memilih model Random Effect atau
Common Effect. Hipotesis statistik yang
digunakan adalah sebagai berikut:

HO: Model Common Effect

H1: Model Random Effect

Dasar penolakan hipotesis statistik HO
adalah dengan menggunakan nilai statistik LM
yang mengikuti distribusi chi-square. Statistik
LM dihitung dengan menggunakan residual
Ordinary Least Square (OLS) yang diperoleh
dari hasil estimasi model pooled.

Setelah mendapatkan model terbaik maka
untuk menganalisis model dalam penelitian

digunakan wuji statistik. Uji statistik dalam
meliputi uji t-statistik (uji signifikan parameter
individual), wuji F-statistik (uji signifikansi
bersama-sama) dan koefisen determinasi (R
Square).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas
pada penelitian ini, disimpulkan bahwa
terdapat multikoleniaritas. Dimana terdapat
koefisien korelasi variabel independen > 0,85,
sehingga model ini termasuk modal yang
kurang bagus karena terdapat korelasi antara
variabel independennya. Syarat model yang
baik adalah model yang bebas dari
multikoleniaritas. Penyembuhan multikole-
niaritas dapat dilakukan dengan menambah
atau mengurangi sampel, namun mengurangi
satu atau lebih variabel kemungkinan akan
membuat model semakin tidak bagus
(Hermanto dan Saptutyingsih, 2002). Begitu
pula dengan menambah sampel. Sehingga
dalam penelitian ini tetap dibiarkan adanya
multikoleniaritas.

Hasil uji heterosedastisitas menunjukkan
bahwa model ini bebas dari permasalahan
varians dari setiap gangguan atau residualnya
konstan. Hasil uji heteroskedastisitas dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -8.124117 10.20577 -0.796032 0.4301

X1 2.16E-07 2.07E-07 1.043250 0.3023

X2 -0.005144 0.122031 -0.042154 0.9666

X3 0.325307 0.208620 1.559331 0.1258

Sumber: data diolah

Dari tabel diats dapai dilihat bahwa nilai ~ Pemilihan model yang digunakan dalam
probabilitas lebih besar dari a = 0,05. Sehingga  penelitian dilakukan berdasarkan

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini
tidak terdapat heteroskedastisitas dengan kata
lain model ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Penelitian

Berdasarkan pemilihan models regresi,
maka model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model Fixed Effect.

pertimbangan statistik. Hal ini perlu dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh dugaan yang
tepat dan efisien. Berikut hasil pemilihan model
regresi data panel:

Chow Test
Pengujian F statistik (Uji Chow) dilakukan
dengan melihat hasil uji Likelihood Ratio. Dalam

38 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, Nomor 1, April 2016: 31-45



pengujian ini, yang diperhatikan adalah
probabilitas dari cross section F. Apabila nilai
probabilitas untuk cross section F > 0,05
(ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi
atau alpha) maka Hy diterima dan H; ditolak.

Berdasarkan hipotesis diatas maka dapat
disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah
common effect, tetapi apabila probabilias cross
section F < 0,05 maka model yang terpilih
adalah fixed effect.

Tabel 3. Hasil Uji Likelihood Ratio

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 18.285114 (442) 0.0000
Cross-section Chi- 50.424156 4 0.0000

square

Sumber: data diolah

Berdasarkan tebel di atas, dapat diketahui
bahwa nilai probabilitas cross-section F sebesar
0,0000 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa model fixed effect lebih
tepat digunakan dalam penelitian ini
disbanding dengan model common effect.

Hausman Test

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi
statistik Chi-Squares dengan derajat kebebasan
(df) sebesar jumlah variabel bebas. Apabila nilai

statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis
Chi-Squares maka Hp ditolak dan otomatis Hi
diterima yang artinya model yang tepat untuk
regresi data panel adalah model fixed effect.
Sebaliknya, apabila nilai statistik hausman lebih
kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka Ho
diterima dan otomatis H; ditolak yang artinya
model yang tepat untuk regresi data panel
adalah model random effect. Berikut hasil Uji
Hausman:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. Prob.
d.f.
Cross-section 33493415 3 0.0000

random

Sumber: data diolah

Dari di atas dapat di ketahui nilai
probabilitas cross section random. Apabila
nilainya > 0,05 maka model yang terpilih
adalah random effect, tapi apabila niainya <
0,05 maka model yang terpilih adalah fixed
effect. Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai
prob. cross-section random sebesar 0,0000 yang
mana nilainya < 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa model fixed effect lebih
tepat dibandingkan dengan model random
effect digunakan dalam penelitian ini.

Dari dua uji pemilihan model diatas dapat
disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model
Fixed Effect lebih baik dibandingkan dengan
model Random Effect dan Common Effect, tanpa
peneliti harus melakukan pengujian selanjutnya
(LM Tes).

Estimasi Model data Panel
Berdasarkan pemilihan moel terbaik yang

telah dilakukan sebelumnya maka model yang
digunakan dalam penelitian ini Fixed Effect
Model. Dapat diketahui bahwa masing-masing
kabupaten/kota memberikan efek yang
berbeda terhadap Keuangan Inklusif di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Daerah yang
memberikan efek terbesar hingga efek terkecil
secara berurutan adalah Kota yogyakartakarta
memberikan efek sebesar 0,675648858295,
kemudian disusul kabupaten Kulonprogo
dengan memberikan efek sebesar 0,149153
terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa

Yogyakarta, sementara kabupaten laninnya
memberikan efek yang negatif tehadap
keuangan inklusif di Daerah Istimewa
Yogyakarta, dimana  kabupaten = Bantul

memberikan efek sebesar -0,176049, kabupaten
Gunungkidul dengan efek sebesar -0,262527
dan kabupaten sleman yang memberikan efek
paling rendah dengan angka sebesar -0,386226.
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Gambar 3. Indek Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2013

Uji Statistik

Dari hasil penelitian dapat diketahui
bahwa koefisien regresi untuk variabel X1
(PDRB) sebesar 1,43E-07 dengan probablitas
sebesar 0,0000 yang signifikan pada taraf nyata
5 persen. Dari hasil tersebut dapat diketahui
bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Keuangan Inklusif di
Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara itu
variabel X2 (Angka Melek Huruf) memiliki
koefisien regresi negatif sebesar 0,025442
dengan probabilitas sebesar 0,0012 yang
signifikan pada taraf nyata 5 persen. Dari hasil
tersebut dapat disimpulkan bahwa angka
melek huruf berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Keuangan Inkusif di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil uji t-statistik untuk variabel X3 (Rasio
Jalan) tidak jauh berbeda dengan hasil regresi
variabel X2. Rasio Jalan memiliki koefisien
regresi negatif sebesar -0,040918 dengan
probabilitas sebesar 0,2698 dan tidak signifikan
pada taraf nyata 5 persen. Ini berarti Bahwa
Rasio Jalan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Keuangan Inkusif di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil uji F statisti menunjukkan nilai
probabilitas F-statistik yang ditunjukkan model
ini adalah sebesar 0,000000. Hal ini berarti
bahwa variabel independen secara bersama-
sama mempengaruhi variabel dependen,
dengan kata lain PDRB, Angka Melek Huruf
dan Rasio jalan secara bersama-sama
mempengaruhi Keuangan Inklusif di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pengujian
didapatkan nilai R squared sebesar 0,9594647.
Hal ini mendakan bahwa model ini mampu

menjelaskan variabel dependen sebesar 95,94 %,
sedangkan sisanya sebesar 4,06% dijelaskan
oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Indeks keuangan inklusif dibentuk oleh 3
dimensi yaitu penetrasi perbankan,
ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan
jasa perbankan. Nilai indeks keuangan inklusif
dari empat kabupaten dan satu kota madya
yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta
dari tahun 2004 sampai dengan 2013
menujukkan angka < 0,3 dan tergolong rendah,
meskipun terdapat satu kota yang nilainya > 0,6
yaitu  kota  yogyakartakartakarta. = Pada
umumnya nilai indeks keuangan inklusif dari
tahun 2004-2013 selalu mengalami peningkatan
tetapi peningkatan nilai indeks tidak begitu
signifikan. Pada tahun 2004 nilai indeks
keuangan inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta
mencapai 0,146 dan meningkat menjadi 0,279
pada tahun 2013.

Adanya peningkatan keuangan inklusif di
Daerah istimewa Yogyakarta, khususnya jasa
perbankan, dikarenakan adanya peningkatan
dari setiap dimensi keuangan inklusif yaitu
penetrasi perbankan, ketersediaan perbankan,
dan penggunaan jasa perbankan di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Peningkatan ini juga
menggambarkan bahwa akses dan
penggunakan jasa perbankan oleh masyarakat,
khususnya  bank umum  konvensional,
mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan
semakin berkembangnya sektor perbankan di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengadopsi dari penelitian Sarma (2012),
dalam penelitian ini, masing-masing dimensi
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dibagi kedalam 3 kategori, yaitu tinggi (0,6 < d
< 1), sedang (0,3 < d < 0,6), dan rendah (< 0,3).
Dari data diatas dapat diketahui bahwa
dimensi ketersediaan jasa perbankan di Daerah
Istimewa Yogyakarta paling kecil jika
dibandingkan dengan dimensi penetrasi dan
kegunaan, yaitu dengan rata-rata sebesar 0,1.
Dimensi ketersediaan jasa perbankan juga
tergolong rendah, artinya bahwa meskipun

jumlah kantor cabang yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013
mencapai 54 unit, tetapi jumlah kantor cabang
yang telah ada ini belum mampu melayani
seluruh masyarakat di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dari 100.000 populasi dewasa yang
ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya
dilayani oleh 2 kantor cabang bank umum
konvensional.

Tabel 5.
Nilai Dimensi Indeks Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2013

Dimensi Indeks Keuangan inklusif

Tahun Penetrasi Ketersediaan Jasa Penggunaan Jasa
Perbankan Perbankan Perbankan
2004 0.174 0.122 0.139
2005 0.177 0.119 0.163
2006 0.137 0.117 0177
2007 0.169 0.118 0.204
2008 0.253 0.145 0.207
2009 0.253 0.163 0.238
2010 0.253 0.180 0.267
2011 0.254 0.183 0.308
2012 0.254 0.188 0.355
2013 0.254 0.183 0.388

Sumber: data diolah

Dimensi penetrasi perbankan di Daerah
Istimewa Yogyakarta juga tergolong rendah
karena nilai dimensi ini berkisar antara 0,1-0,2.
Hal ini berarti meskipun jumlah rekening di
Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 2,7 juta
unit, orang yang mengakses jasa perbankan di
Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah.
Dari 100.000 populasi dewasa di Daerah
Istimewa Yogyakarta terdapat 127 ribu orang
yang memilik rekening di bank umum
konensional pada tahun 2013. Sama halnya
dengan dimensi penetrasi dan ketersediaan,
dimensi kegunaan juga tergolong dalam
kategori rendah. Meskipun terjadi peningkatan
yang relatif lebih besar dari tahun 2004 sebesar
0,1 menjadi 0,3 pada tahun 2013. Peningkatan
pada dimensi kegunaan ini menunjukkan
adanya peningkatan pada volume tabungan
yang dihimpun dan kredit yang disalukan oleh
bank umum konvensional terhadap PDRB di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dimensi ketersediaan perbankan lebih
rendah dibandingkan dengan dimensi penetrasi
perbankan. Hal ini menandakan bahwa, jumlah

kantor cabang bank umum konvensional relatif
lebih sedikit tetapi jumlah orang yang memiliki
rekening lebih banyak. Rendahnya dimensi
ketersediaan dapat disebabkan oleh kondisi
geografis dan demografis Daerah Istimewa
Yogyakarta yang cenderung kecil dan
dikelilingi ~ perbukitan, = namum  padat
penduduk. Daerah Istimewa Yogyakarta yang
dikenal sebagai kota pelajar dimana setiap
tahun mendapatkan sumbangan
pelajar/mahasiswa yang tidak sedikit dari
seluruh Indonesia. Pelajar/mahasiswa juga
membutuhkan layanan jasa keuangan, Namun
hal tersebut tidak diimbangi dengan
pertumbuhan kantor pelayanan jasa keuangan.
Menurut Ummah (2015) rendahnya penetrasi
perbankan dapat disebabkan oleh beberapa
kemungkinan. Pertama, meskipun perbankan
memiliki banyak nasabah, namun melakukan
transaksi dengan volume yang relatif kecil.
Besarnya transaksi dapat dilihat pada dimensi

ketiga yaitu dimensi kegunaan. Kedua,
pemberian bobot yang sama dalam perhitungan
indeks  dimensi. = Penetrasi = perbankan
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seharusnya diberi bobot yang lebih besar
dibanding dengan dimensi lainnya. Hal ini
karena  jumlah  pengguna perbankan
merupakan indikator penting dari jasa
keuangan yang inklusif. Jasa keuangan akan
semakin inklusif apabila penggunaan jasa
keuangan tersebut semakin banyak.

Rendahnya tingkat keuangan inklusif di
Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disebabkan
oleh banyaknya penduduk yang tidak dapat
mengakses layanan jasa perbankan. Masyarakat
tidak dapat mengakses perbankan karena
adanya hambatan geografis Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan daerah dengan
kondisi perbukitan atau tidak rata sehingga

hambatan bagi masyarakat untuk mengakses
perbankan (Ummah, 2015).

Perbedaan indeks keuangan inklusif antar
kabupaten/kota di  Daerah  Istimewa
Yogyakarta menunjukkan masih terjadinya
ketimpangan akses jasa perbankan antar

kabupaten/kota.  Selain  itu,  beberapa
kabupaten/kota  yang memiliki  kantor
perbankan, rekening deposit, dan tingkat

penggunaan perbankan yang cukup tinggi
memiliki indeks keuangan inklusif lebih rendah
dibandingkan dengan kabupaten/kota yang
memiliki kantor perbankan, rekening deposit,
dan tingkat penggunaan perbankan yang relatif
lebih rendah. Berikut indeks keuangan inklusif

biaya pendirian kantor cabang mahal. Selain  berdasarkan kabupaten/kota di  Daerah
itu, persyaratan yang ketat, proses yang Istimewa Yogyakarta.
kompleks, dan formalitas yang tinggi menjadi
Tabel 6.
Indeks Keuangan Inklusif berdasarkan Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2004-2013
Daerah ~ Kulonprogo  Bantul Gunungkidul Sleman Y Kota Prov.
ogyakarta DIY
2004 0.084 0.074 0.095 0.069 0.531 0.146
2005 0.086 0.066 0.046 0.099 0.538 0.154
2006 0.089 0.077 0.050 0.089 0.484 0.145
2007 0.092 0.079 0.049 0.103 0.549 0.166
2008 0.072 0.039 0.039 0.083 0.586 0.203
2009 0.075 0.043 0.042 0.097 0.639 0.219
2010 0.096 0.064 0.053 0.122 0.817 0.234
2011 0.098 0.068 0.057 0.132 0.869 0.250
2012 0.100 0.067 0.062 0.137 0.938 0.269
2013 0.123 0.079 0.082 0.159 0.978 0.279
Rata-rata 0.092 0.066 0.058 0.109 0.693 0.206

Sumber: Data diolah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuangan
Inklusif di DIY

Berdasarkan  penelitian maka dapat
diketahui bahwa variabel PDRB berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keuangan
inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil
ini sejalan dengan penelitian Sarma (2012),
Migap, dkk (2015)serta Ummah (2015) yang
menunjukkan bahwa ukuran perekonomian
dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) berpengaruh positif terhadap keuangan

inklusif.

Seluruh daerah kabupaten/kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta memiliki tren PDRB yang
meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2013.
Hal ini juga mengakibatkan PDRB Daerah
Istimewa  Yogyakarta selalu mengalami
pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.
Begitu pula dengan tingkat keuangan inklusif
setiap daerah kabupaten/kota dari tahun 2004
sampai 2013 selalu mengalami peningkatan.
Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan
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peningkatan ukuran perekonomian, keuangan
inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta juga
meningkat.

Angka melek huruf berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap keuangan inklusif.
Hasil ini berbeda dengan penelitian Ummah
(2015) yang menunjukkan bahwa Angka Melek
Huruf berpengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap keuangan inklusif. Angka
melek huruf di Daerah Istimewa Yogyakarta
terus meningkat dari tahun ke tahun. Daerah
yang memiliki Angka Melek Huruf tertinggi
adalah Kota yogyakartakarta, sedangkan
daerah yang Angka Melek Huruf masih rendah
adalah Gunungkidul. Hasil penelitian ini
menandakan bahwa angka melek huruf yang
tinggi tidak berpengaruh terhadap keuangan
inklusif. Hal ini bisa dikerenakan masyarakat
yang bisa membaca dan menulis (melek huruf)
memiliki tingkat pendidikan yang masih
rendah. Sanjaya (2014) menyebutkan bahwa
pendidikan berperan penting tidak hanya
dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
dalam  perbaikan  kesenjangan  sosial.
Pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan
keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Pendidikan juga berperan dalam pengentasan
kemiskinan dengan cara meningkatkan
keterampilan dan produktivitas masyarakat.
Oleh karena itu, kemampuan individu untuk

mengakses perbankan tidak serta merta
ditentukan oleh = kemampuan membaca
menulis, namun lebih kepada keinginan

individu terkait untuk ikut andil dalam
lembaga keuangan.

Rasio Jalan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap keuangan inklusif di
Daerah Istimewa Yoyakarta. Hasil ini sesuai
dengan penelitian Ummah (2015) yang
menyatakan bahwa rasio panjang jalan tidak
berpengaruh terhadap keuangan inklusif di
Indonesia. Hal ini dikarenakan berkembangnya
produk baru yang ditawarkan oleh lembaga
keuangan dengan mengembangkan Branchless
Banking seperti pengadaan ATM dan mesin
setor tunai, pengadaan internet banking dan
mobile banking. Kriteria Branchless Banking
antara lain yaitu tanpa melalui kantor cabang
bank, menggunakan agen yang bekerjasama
dengan bank, nasabah bisa melakukan
transaksi sendiri atau menggunakan agen, fitur

transaksi yang sederhana (basic feature), layanan
murah (low cost transaction) dan yang paling
utama yaitu ditujukan khususnya untuk
segmen bawah atau unbanked poor. Dengan
demikian masyarakat tidak harus bersentuhan
langsung dengan lembaga keuangan ketika
melakukan transaksi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari
penelitian yang dilakukan terhadap keuangan
inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

sebagai berikut:
1. Hampir seluruh daerah kabupaten/kota di
Indonesia memiliki tingkat keuangan

inklusif rendah. Rata-rata indeks keuangan
inklusif antar daerah kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar
antara 0,05-0,1, kecuali kota yogyakarta
yang tergolong tinggi yang mencapai 0,693.
Hal ini disebabkan karena kota yogyakarta
merupakan ibu kota provinsi dan pusat
kegiatan perekonomian dan pembelajaran.

2. Produk Domestik Regional Bruto berpe-
ngaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat keuangan inklusif di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Karena semakin
tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin
meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk mengakses lembaga keuangan.

3. Angka melek huruf berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap tingkat keuangan
inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemampuan individu untuk mengakses
perbankan tidak serta merta ditentukan
oleh kemampuan membaca menulis,
namun lebih kepada keinginan individu
terkait untuk ikut andil dalam lembaga
keuangan.

4. Rasio jalan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat keuangan
inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kondisi jalan yang ada saat ini tidak
berpengaruh kepada keuangan inklusif.
Karena banyak produk perbankan yang
telah diterbitkan yang mempermudah akses
nasabah tanpa harus bersentuhan langsung
dengan  perbankan.  Seperti  halnya
peluncuran mobile banking yang tidak
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mengharuskan nasabah untuk mendatangi
lembaga keuangan ketika melakukan
transaksi.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti
pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Baik pemerintah maupun pelaku sektor
perbankan bekerja sama untuk
meningkatkan akses dan penggunaan jasa
perbankan yaitu dengan meningkatkan
setiap dimensi keuangan inklusif. Penetrasi
perbankan dapat ditingkatkan dengan
mengajak masyarakat untuk menabung.
Akses perbankan dapat ditingkatkan
dengan  mengembangkan  branchless
banking seperti pengadaan ATM dan mesin
setor tunai serta mobile banking.
Sedangkan untuk dimensi kegunaan, baik
pemerintah,  Bank  Indonesia, serta
stakeholder terkait dapat menyediakan
kredit murah dan mudah diakses oleh
pengusaha kecil yang membutuhkan
modal.

2. Perkembangan  perekonomian  harus
ditingkatkan, karena merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi keuangan
inklusif suatu daerah.

3. Sebagaimana yang tercantum dalam
Strategi Nasional Keuangan Inklusif pilar
yang pertama yaitu edukasi keuangan.
Peningkatan pemahaman terkait jasa
perbankan dengan melakukan edukasi jasa
keuangan terutama bagi masyarakat yang
berpendapatan rendah, perempuan, dan
penduduk  daerah  tertinggal  serta
peningkatan infrastruktur fisik agar jasa
keuangan dapat menjangkau masyarakat di
berbagi daerah. Seperti yang terpapar
dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

4. Pemanfaatan teknologi terutama telepon
seluler dan internet secara efisien dapat
memperluas jaringan jasa perbankan yang
merata ke berbagai daerah dengan
mengurangi hambatan geografis (misalnya,
mobile money untuk memfasilitasi transfer
dan transaksi pembayaran antar pulau,
serta antar perdesaan dan perkotaan).
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